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Abstrak
 

___________________________________________________________________ 

Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah yaitu dengan membandingkan 

besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Provinsi Jawa 

Tengah merupakan provinsi kedua yang memiliki rasio kemandirian fiskal antara 50% - 70% 

dari tahun 2007-2011. Keadaan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berada pada 

peringkat tertinggi di Pulau Jawa dari tahun 2007-2011, dan pertumbuhan ekonominya juga 

masih relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal itu tidak diikuti 

dengan rasio kemandirian fiskal yang dimiliki kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah yang 

hanya mencapai kurang dari atau sama dengan 25%. 

Hasil dari penelitian ini adalah koefisien negatif dari tingkat kemiskinan adalah -0,07 yang berarti 

jika tingkat kemiskinan naik 1% maka kemandirian fiskal turun 0,07%. Ketersediaan infrastruktur 

sekolah tidak berpengaruh secara nyata terhadap kemandirian fiskal. Koefisien positif dari 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25 yang berarti jika pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka 

kemandirian fiskal juga naik sebesar 0,25%. Tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur 

sekolah, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian 

fiskal . 

 

Abstract 
__________________________________________________________________ 
Real effort to measure the rate of local fiscal independence to compare the magnitude of the realization Regional 

Revenue with Total Regional Revenue. Province of Central Java is a second province that have fiscal 

independence ratio between 50%-70% of the 2007-2011. The state rate of poverty Province Central Java was 

ranked highest rated on the Java Island of the 2007-2011, and economic growth is still relatively low when 

compared to other provinces in Java Island. It was followed by fiscal independence ratio owned by regency/city 

in Province Central Java, which only account for less than or same as 25%. 

The results from this research are the negative coefficient of the rate of poverty is -0,07, which means if the rate 

of poverty rise 1% then Fiscal Independence declines to 0,07%. Availability of infrastructure schools does not 

influence on the Fiscal Independence. Positive coefficient of economic growth of 0,25, which means that if 

economic growth rise 1% then the Fiscal Independence rise by 0,27%. Rate of poverty, availability of 

infrastructure schools, and economic growth are jointly affect the Fiscal Independence. 
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PENDAHULUAN 

 

Sejak Januari 2001, kebijakan yang 

dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah 

desentralisasi atau dengan nama lain yaitu 

otonomi daerah. Otonomi daerah atau sama 

halnya dengan desentralisasi merupakan 

penyerahan wewenang hak dan kewajiban 

kepada daerah untuk mengurus kepentingan 

daerah tersebut sesuai dengan perundang-

undangan. Sejak diberlakukannya UU No. 22 

Tahun 1999 pada 1 Januari 2001, pemerintah 

pusat memiliki peran yang dominan dalam 

menentukan keputusan dalam hal 

perekonomian daerah. Hal tersebut menciptakan 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat sehingga akan menimbulkan 

ketimpangan pembangunan antar daerah di 

Indonesia. Oleh karena itu, melalui kebijakan 

otonomi daerah pemerintah pusat menerapkan 

kebijakan baru dimana pemerintah daerah 

memiliki kewenangan mengatur rumah 

tangganya sendiri. 

Tujuan pelimpahan wewenang tersebut 

untuk mendorong perekonomian daerah dan 

mengurangi ketimpangan yang terjadi antar 

daerah di Indonesia. Namun tingkat 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah 

tergantung dari implementasi daerah masing-

masing. Selain itu desentralisasi fiskal memiliki 

tujuan daerah mendapat kesempatan untuk 

mengelola rumah tangganya sendiri untuk 

mencapai kemandirian daerah. Adanya 

kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah 

lebih mengetahui kondisi serta apa yang 

dibutuhkan daerah sehingga pemerintah daerah 

diharapkan mampu mengembangkan seluruh 

potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. 

Pemerintah daerah dipercaya bisa 

mengalokasikan dana di sektor ekonomi secara 

lebih efektif dan efisien yang dapat 

meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah 

daripada pemerintah pusat. 

Rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa 

Tengah menunjukkan keadaan yang sangat baik 

yaitu rasio kemandirian fiskal Provinsi Jawa 

Tengah berada pada peringkat kedua tertinggi 

setelah Provinsi Jawa Timur. Namun laju 

pertumbuhan ekonomi berada pada peringkat 

kelima dan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa 

Tengah berada di tingkat pertama. Jika dilihat 

dari tingkat kemiskinannya Jawa Tengah salah 

satu provinsi di Jawa yang memiliki tingkat 

kemiskinan yang tinggi.  Sisi rasio kemandirian 

fiskal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 

bahwa daerah tersebut sudah berada pada pola 

hubungan partisipatif, yang artinya mendekati 

mampu menjalankan otonomi daerah. Namun 

jika dilihat dari tingkat kemiskinannya Provinsi 

Jawa Tengah menunjukkan tingkat 

kesejahteraannya rendah. 

Kemandirian keuangan daerah 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah (Halim, 2004:128). 

Upaya nyata di dalam mengukur tingkat 

kemandirian yaitu dengan membandingkan 

besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah 

dengan Total Penerimaan Daerah. 
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Tabel 1 

Rasio Kemandirian Fiskal 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011 (dalam persen) 

    

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2012 (Data diolah) 

Berdasarkan Tabel 1 keadaan rasio 

kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah mengalami fluktuatif selama tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 kurang dari 

25%. Kota Semarang yang menjadi ibukota 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2009 mengalami penurunan rasio 

kemandirian fiskal. Namun tahun 2010 dan 

tahun 2011 Kota Semarang mampu 

meningkatkan rasio kemandirian fiskal 

mencapai 25,44% di tahun 2011. Menunjukkan 

bahwa 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2011 memiliki rasio kemandirian fiskal 

yang mengalami fluktuatif dan kurang dari atau 

sama dengan 25%. Hal itu menunjukkan bahwa 

35 kabupaten/kota memiliki pola hubungan 

yang rendah sekali. Artinya dalam pengelolaan 

keuangan daerah masih adanya peran pusat 

yang sangat dominan. Sehingga keseluruhan 

kabupaten/kota belum dapat dikatakan mandiri 

dalam sektor keuangannya. 
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Desentralisasi fiskal memiliki kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

pelimpahan wewenang fiskal yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Peningkatan pelayanan publik 

tersebut merupakan indikator dari pertumbuhan 

ekonomi. Salah satu faktor yang mendorong 

semakin tingginya kemampuan keuangan 

daerah adalah pertumbuhan ekonomi (Oates 

dalam Adi, 2007:1-10). Pemerintah pusat 

melakukan campur tangan terhadap daerah 

dengan alasan untuk menjamin stabilitas 

nasional dan masih lemahnya sumber daya 

manusia yang ada di daerah. Alasan tersebut 

merupakan prasyarat untuk menciptakan 

persatuan dan kesatuan nasional serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 

2002:1-14). 

Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011, perkembangan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif. 

Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 

kelima di pulau Jawa yaitu sebesar 6,01%. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2007 sebesar 5,59%, tahun 2008 sebesar 

5,61%, tahun 2009 sebesar 5,14%, tahun 2010 

sebesar 5,84%, dan tahun 2011 sebesar 6,01%. 

Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah rendah, 

meskipun selama lima tahun terakhir laju 

pertumbuhan ekonominya meningkat terus dan 

hanya mengalami penurunan di tahun 2009. 

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 

Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan laju pertumbuhan terendah pada 

tahun 2011 adalah Kabupaten Klaten yaitu 

sebesar 1,96%. Sedangkan laju pertumbuhan 

tertinggi pada tahun 2011 adalah Kabupaten 

Sragen sebesar 6,53% dan mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Kota 

Semarang yang merupakan ibukota Provinsi 

Jawa Tengah justru berada diperingkat tertinggi 

kedua laju pertumbuhan ekonomi setelah 

Kabupaten Sragen (BPS, 2012). 

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat 

mempengaruhi upaya penurunan kemiskinan 

melalui berbagai cara yang berbeda di masing-

masing negara baik melalui jalur langsung 

maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan 

kemiskinan didefinisikan sebagai penurunan 

kualitas berbagai aspek kehidupan, baik 

kebutuhan dasar, pendapatan rumah tangga 

maupun keamanan. Pemenuhan kebutuhan 

dasar masyarakat dalam rangka menurunkan 

kemiskinan merupakan dampak kebijakan 

desentralisasi yang cukup penting. 

Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011, perkembangan tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan fluktuatif. 

Pada tahun 2011 kemiskinan Provinsi Jawa 

Tengah berada pada peringkat pertama di pulau 

Jawa sebesar 16,21%. Tingkat kemiskinan 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 

20,43%, tahun 2008 sebesar 22,19%, tahun 2009 

sebesar 18,99%, tahun 2010 sebesar 16,11%, dan 

tahun 2011 sebesar 16,21%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan 

Provinsi Jawa Tengah masih sangat tinggi. 

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 

2011 tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh 

Kota Semarang sebesar 5,68% dan mengalami 

kenaikan tingkat kemiskinan dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2011. Tingkat kemiskinan 

tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh 

Kabupaten Wonosobo. Selama tahun 2007 

sampai dengan tahun 2011 Kabupaten 

Wonosobo mengalami fluktuasi besarnya 

tingkat kemiskinan hingga akhirnya tahun 2011 

memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 

sebesar 24,21% (BPS, 2012). 
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Tabel 2 

Ketersediaan Infrastruktur Sekolah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011 (unit bangunan) 

 

     

Sumber: BPS Jawa Tengah (2012) 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa 

jumlah unit bangunan infrastruktur sekolah  dari 

TK, SD, SMP, SMA negeri di kabupaten/ kota 

Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuatif dari 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Jumlah 

bangunan sekolah pada tahun 2011 dengan 

jumlah paling sedikit adalah Kota Magelang 

yaitu hanya memiliki jumlah bangunan 

sebanyak 89 unit bangunan sekolah. Jumlah 

bangunan sekolah paling banyak pada tahun 

2011 adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 

1.013 unit bangunan sekolah. Banyak ataupun 

sedikitnya jumlah unit bangunan infrastruktur 

sekolah ditentukan oleh kebutuhan masyarakat 

daerah tersebut terhadap sarana infrastruktur 

yang tersedia. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal merupakan 

komponen utama desentralisasi. Desentralisasi 

fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan 

pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk 

pengambilan keputusan di bidang fiskal yang 

meliputi aspek penerimaan (tax assignment) 

maupun aspek pengeluaran (expenditure 

assignment). Desentralisasi fiskal dikaitkan 

dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah 

dalam penyediaan barang dan jasa publik (public 

goods / public service) (Prawirosetoto dalam 

Dorani, 2011:42). 

Konsep Keuangan Daerah 

Keuangan daerah merupakan bagian 

integral dari keuangan negara dalam 

pengalokasian sumber-sumber ekonomi, 

pemerataan hasil-hasil pembangunan dan 

menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas 

sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi 

semakin penting karena adanya keterbatasan 

dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa 

subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena 

semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi 

daerah yang pemecahannya membutuhkan 

partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. 

Peranan keuangan daerah akan dapat 

meningkatkan kesiapan daerah untuk 

mendorong terwujudnya otonomi daerah yang 

lebih nyata dan bertanggungjawab. 

Konsep Kemandirian Fiskal 

Kemandirian keuangan daerah 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerah (Halim,2004:128). 

Upaya nyata di dalam mengukur tingkat 

kemandirian yaitu dengan membandingkan 

besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah 

dengan Total Penerimaan Daerah. 

Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad 

(2004: 13) diartikan sebagai kenaikan Produk 

Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto 

tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih 

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk. Menurut Prasetyo (2009:237) istilah 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indikator ekonomi makro yang paling sering 

digunakan oleh suatu negara khususnya negara 

yang sedang berkembang. Perekonomian suatu 

negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika 

jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan 

faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih 

besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Cara 

menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada 

suatu tahun tertentu dapat dihitung dengan cara 

sebagai berikut (Arsyad,2004:18): 

        Yt - Yt-1 

   g = -------------  x 100% 

              Yt-1  

Dimana g adalah pertumbuhan ekonomi 

(dalam Persen), Yt adalah produk domestik 

regional bruto (PDRB) tahun sekarang (dalam 

Rupiah), dan Yt-1 adalah produk domestik 

regional bruto (PDRB) tahun sebelumnya 

(dalam Rupiah). 

Konsep Kemiskinan 

BPS (2008) mendefinisikan kemiskinan 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan makanan maupun non makanan 

yang bersifat mendasar untuk makanan, 

pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, 

dan kebutuhan dasar lainnya. Seseorang 

dikatakan miskin apabila kebutuhan makannya 

kurang dari 2.100 kalori perkapita per hari atau 

setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di 

perdesaan dan 480 kg/kapita/tahun di 

perkotaan dan kebutuhan non makanan 

minimum yang dihitung dari besarnya rupiah 

yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan 

minimum perumahan, sandang, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, dan lain-lain. BPS 

setiap tahun menetapkan besarnya garis 

kemiskinan berdasarkan hasil Susenas modul 

konsumsi dengan besaran yang berbeda-beda 

untuk tiap provinsi tergantung besarnya biaya 

hidup minimum masing-masing provinsi. 

Keterkaitan Infrastruktur Publik dengan 

Kemandirian Fiskal 
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Secara intuitif desentralisasi fiskal akan 

mendorong efisiensi ekonomi terutama di sektor 

publik yang pada akhirnya akan menimbulkan 

dinamik efek pada pertumbuhan ekonomi 

daerah. Secara eksplisit dinyatakan bahwa 

pengeluaran publik terutama penyediaan 

infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif 

dilakukan oleh pemerintah daerah (sub-national 

government) daripada oleh pemerintah pusat 

karena mereka akan lebih mengetahui apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat 

lokal. Desentralisasi fiskal akan mendorong 

pengeluaran publik dalam rangka penyediaan 

jasa publik dan infrastruktur oleh pemerintah 

daerah dengan biaya yang lebih murah, hasil 

yang lebih banyak, dan kualitas yang lebih baik. 

Jadi, dengan anggaran publik yang tertentu akan 

menghasilkan jasa publik dan infrastruktur yang 

lebih banyak dan lebih baik (Khusaini,2006:46). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang bersumber pada 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya 

data tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 

Data yang diteliti meliputi data APDB berupa 

realisasi total pendapatan daerah dan realisasi 

pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, 

jumlah unit bangunan sekolah, dan tingkat 

kemiskinan. Jenis data yang digunakan adalah 

data panel yaitu  gabungan time series dan cross 

section. Data time series periode tahun 2007-2011 

sedangkan data cross section adalah 35 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Arikunto, 2006:130). Studi 

atau penelitiannya juga disebut studi populasi 

atau studi sensus. Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan 

bentuk pendekatan penelitian kuantitatif maka 

metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi merupakan teknik yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya (Arikunto, 2006:321). Dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dengan mengambil seluruh 

populasi yaitu sebanyak 35 kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Definisi Variabel 

Kemandirian Fiskal (Y) adalah 

kemampuan daerah membiayai segala urusan 

rumah tangganya baik pemerintah maupun 

pembangunan dengan menggunakan 

pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri 

atau PAD. Mengukur kemandirian fiskal yaitu 

dengan membandingkan besarnya realisasi 

Pendapatan Asli Daerah dengan Total 

Penerimaan Daerah. Satuan dalam kemandirian 

fiskal merupakan rasio yang dinyatakan dalam 

satuan persen. 

Tingkat Kemiskinan (X1) adalah besarnya 

persentase kemiskinan. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan 

yang dinyatakan dalam satuan persen. 

Ketersediaan Infrastruktur Sekolah (X2) adalah 

fasilitas berupa bangunan sekolah dari TK 

sampai SMA baik yang negeri dan swasta. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ketersediaan infrastruktur sekolah dalam satuan 

unit bangunan. Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

adalah pertumbuhan output atau pertambahan 

pendapatan daerah dalam satu periode tertentu. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi atas dasar harga 

konstan 2000 yang dinyatakan dalam satuan 

persen. 

Analisis Panel Data 

Menurut Gujarati (2010:237), data panel 

(pooled data) atau yang disebut juga data 

longitudinal merupakan gabungan antara data 

cross section dan data time series. Data cross section 

adalah data yang dikumpulkan dalam satu 

waktu terhadap banyak individu, sedangkan 

data time series merupakan data yang 
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dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap 

suatu individu. Menurut Ajija, dkk (2011:51) 

ada tiga metode yang digunakan untuk 

mengestimasi data panel yaitu: Model Pooled 

Least Square (Common Effect), model ini dikenal 

dengan estimasi Common Effect yaitu teknik 

regresi yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel dengan cara hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross 

section. Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed 

Effect), pada metode ini estimasi dapat dilakukan 

dengan tanpa pembobot (no weight) atau Least 

Square Dummy Variable (LSDV) dan dengan 

pembobot (cross section weight) atau General Least 

Square (GLSI). Tujuan dilakukannya 

pembobotan adalah untuk mengurangi 

heterogenitas antar unit cross section Model 

Pendekatan Efek Acak (Random Effect), dalam 

model efek acak parameter-parameter yang 

berbeda antar daerah maupun antar waktu 

dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, 

model efek acak juga disebut model komponen 

error (error component model). 

Spesifikasi Model Regresi 

Secara ekonometrika hubungan antara 

tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur 

sekolah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemandirian fiskal di kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah dapat dianalisis dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut ini : 

Yit = αi + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

 

Keterangan : 

Yit  = Kemandirian Fiskal 

(persen) 

X1  = Tingkat Kemiskinan 

(persen) 

X2  = Ketersediaan 

Infrastruktur Sekolah (unit bangunan) 

X3  = Pertumbuhan 

Ekonomi (persen) 

e  = Residual 

t  = Time series 

i  = Cross section 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penaksiran Model 

Redundant Fixed Effect – Likelihood Ratio, 

pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih 

model terbaik antara common effect model dengan 

fixed effect model. Berdasarkan hasil pengujian 

diketahui bahwa nilai probabilitas Cross-Section 

Chi-Square sebesar 0,0000 dan signifikan 

terhadap alpha 5% sehingga dapat diputuskan 

bahwa model yang dipilih menggunakan fixed 

effect. 

Correlated Fixed Effect – Hausman Test, 

pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih 

model terbaik antarafixed effect model dengan 

random effect model. Berdasarkan hasil pengujian 

diketahui bahwa nilai probabilitas Cross-ection 

random  sebesar 0,0080 dan signifikan terhadap 

alpha 5% sehingga dapat diputuskan model yang 

dipilih menggunakan fixed effect. 

Model regresi pengaruh tingkat 

kemiskinan, ketersediaan infrastruktur, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian 

fiskal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan 

model fixed effect dan metode GLS, diperoleh 

nilai koefisien regresi untuk setiap variabel 

penelitian dengan persamaan sebagai berikut. 

Yit  = αi + β1X1it + β2X2it + β3X3it + 

eit 

   Yit = 10,86188 – 0,070598 X1it - 

0,002463 X2it + 0,254675 X3it 

      Std Error    (1,291612)   (0,028380)     

(0,001813)      (0,094017) 

Sig        (0,0000)        (0,0141)       

(0,1764)          (0,0076) 

 

Pembahasan 

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap 

Kemandirian Fiskal 

Berdasarkan hasil analisis dapat 

dijelaskan bahwa variabel tingkat kemiskinan 

berpengaruh negatif dan signifikan dengan 

koefisien negatif sebesar 0,07 terhadap 

kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

tingkat kemiskinan mengalami penurunan 

sebesar 1%, maka akan meningkatkan 

kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah sebesar 0,07%. 
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Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

kemiskinan juga berkaitan erat dengan 

kemandirian suatu daerah dalam mengelola 

keuangan yang berasal dari pendapatan daerah 

tersebut dan besarnya bantuan dari pusat untuk 

masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah. 

Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal suatu 

daerah maka daerah tersebut dikatakan mampu 

menjalankan desentralisasi fiskal dan dikatakan 

semakin mandiri dalam mengelola berbagai 

sumber-sumber yang dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah tersebut. Jika rasio 

kemandirian fiskal daerah tersebut menunjukkan 

mandiri, maka daerah tersebut juga mampu 

mengatasi masalah kemiskinan dan pengentasan 

kemiskinan di daerah tersebut. Pemerintah 

daerah diberikan wewenang untuk menentukan 

arah kebijakan pembangunan daerah yang dapat 

mempengaruhi target-target pembangunan 

nasional, antara lain penciptaan lapangan kerja, 

penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya 

saing dan pertumbuhan sektor-sektor primer dan 

sekunder. 

 

Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur 

Sekolah Terhadap Kemandirian Fiskal 

Berdasarkan hasil analisis dapat 

dijelaskan bahwa variabel ketersediaan 

infrastruktur sekolah tidak signifikan terhadap 

kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011.Ketersediaan infrastruktur sekolah tidak 

berpengaruh secara nyata terhadap kemandirian 

fiskal, hal ini dikarenakan ketersediaan 

infrastruktur dalam bentuk bangunan sekolah 

ditentukan oleh anggaran pembelanjaan 

infrastruktur bidang pendidikan. Besarnya 

anggaran pembelanjaan infrastruktur bidang 

pendidikan ditentukan oleh pendapatan asli 

daerah dan total penerimaan daerah yang 

merupakan komponen dari kemandirian fiskal. 

Ketersediaan infrastruktur sekolah tidak dapat 

dipisahkan dari upaya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan 

infrastruktur sekolah tersebut dapat 

memperlancar kegiatan dan akses masyarakat 

terhadap akses fasilitas-fasilitas publik. Sehingga 

pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan 

infrastruktur sekolah yang ada di daerah 

tersebut. Secara tidak langsung, ketersediaan 

infrastruktur sekolah dapat meningkatkan 

kemandirian suatu daerah. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Kemandirian Fiskal 

Berdasarkan hasil analisis dapat 

dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 

dengan koefisien sebesar 0,27 terhadap 

kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 

2011. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

sebesar 1%, maka akan meningkatkan 

kemandirian fiskal kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah sebesar 0,25%. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan 

kemampuan suatu negara dalam menyediakan 

kebutuhan akan barang dan jasa kepada 

masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga 

memungkinkan untuk kenaikan standar hidup 

yang mana berdampak juga bagi kemandirian 

fiskal suatu daerah. Kemandirian dan 

pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisien 

suatu daerah akan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini 

karena kurang atau tidak adanya intervensi 

dalam hal kebijakan terkait pengelolaan 

keuangan daerah tersebut. Pertumbuhan 

ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi 

tingkat kemiskinan, meningkatkan rasio 

kemandirian fiskal, meningkatkan belanja untuk 

infrastruktur, dan dapat juga meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur publik dalam jangka 

panjang. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Tingkat kemiskinan mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah. Ketersediaan infrastruktur 

sekolah tidak signifikan terhadap kemandirian 

fiskal kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh 
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positif dan signifikan terhadap kemandirian 

fiskal. Tingkat kemiskinan, ketersediaan 

infrastruktur sekolah, dan pertumbuhan 

ekonomi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2011. 

 

Saran 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

disarankan memberikan perhatian kepada 

kabupaten/kota yang masih memiliki rasio 

kemandirian fiskal antara 0%-25%. 

Meningkatkan rasio kemandirian fiskal 

dilakukan dengan cara menggali potensi daerah 

yang dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah.Upaya pemerintah dalam meningkatkan 

PAD dan TPD sebagai komponen dari 

kemandirian fiskal harus diiringi dengan 

kebijakan yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, mengentaskan 

kemiskinan, dan nantinya akan tercipta 

ketersediaan infrastruktur sekolah yang memiliki 

sarana dan prasarana yang dapat memenuhi 

kebutuhan pendidikan masyarakat. 
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